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BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR tto TAHUN 2009

TEI{TANG
PEDOMAI{ ALOKASI DA]II PENGELOTAA]I

BIAYA PEMUI{GUTAil PAIAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAT{ YAI{G MAHA ESA

BUPATI BINTAN

: a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2006 tentang
besaran Alokasl biaya pemungutan Pajak Daerah dan tata
cara pemberlan uang perangsang dari biaya pemungutan
PaJak Daerah, sudah tldak sesual dengan dinamika dan
perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan
pemerintahan, sehlngga perlu diganti.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu

menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman
Alokasi dan Pengelolaan Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

: 1. Undang-undang Nomor t2 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun
1956 Nomor 25);

Z. Undang-undang Nomor 18 Tahun L997 sebagaimana
terakhir diubah dangan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 Tentang PaJak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4048);

3. Undang undang Nomor 25 Tahun 2002 teniang
Pembentukan Prcplnsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
RI Tahun 2gAZ Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4237'l;

4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2A04 tentang
Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor a389); ''



5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 125);

6. Peraturan Pemerlntah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggun$awaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan

'Lembaran Negara RI Nomor 4022);

7. Peraturan Pemerlntah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Paja.k Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);

8. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tenbang
Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerln&ah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan
Rlau menJadl l€bupaten Blntan Propinsl Kepulauan Rlau
(Tambahan tembaran Negara N Nomor 4605);

10. Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang
Pembaglan Urusan Pemerlntahan Antara Pemerintah ,

Pemerlntahan Daerah Propinsl, dan Pemerlntahan Daerah
Kabupatenlkota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor
82);

11. Keputusan Menterl Dalam Negerl Nomor 10 Tahun 2002
tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;

12. Keputusan Menterl Dalam Negeri RI No. 35 Tahun 2002
tentang Pedoman Alokasl dan Pengelolaan Blaya
Pemungutan PaJak Daerah;

13. Peraturan Daerah lGbupaten Bintan Nomor 07 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten
Bintan. (Lembann Daerah Kabupaten Bintan Nomor 07
Tahun 2008 );

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BIT.TTAN TENTANG PEDOMAN ALOKASI

DAN PENGELOTJMN BIAYA PEMUNGUTAN PA]AK DAEMH

Menetapkan



1.
2.
3.

5.

6.

4.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan BupaU lnl yang dlmalaud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Blntan.
BupaH adalah Kepala Daerah Kabupaten Blntan.
PaJak Daerah adalah luran waJlb yang dllakukan oleh orang pribadi atau badan
kepada daerah tanpa lmbalan langsung yang selmbang yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dlgunakan untuk membiayal
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
Pemungutan adalah suatu nngkalan keglatan mulal darl Penghimpunan data
obJek dan subJek Pajak, penentuan besamya pajak terhutang sampai keglatan
penaglhan pajak kepada WaJib PaJak serta pengawasan penyetorannya.
Apant Pelaksana Pemungutan PaJak Daerah adalah Pegawal dari SKPD yang
membldangl PaJak Daerah.
Penanggun$awab PaJak Daerah adalah BupaU yang dalam pelaksanaan tugas
dan tanggun$awabnya di ban$ oleh Wakll Bupafi sebagal penanggungawab
bidang pengawasan dan Sekrctaris Daenh sebagal penanggungJawab bidang
admlnlstrasi,

BAB II
BIAYA PEMUNGLTTAN

Pasal 2

(1.) Dalam rangka keglatan pemungutan paJak daerah dapat dlberikan biaya
pemungutan.

(2.) Biaya pemungutan dlgunakan dalam upaya meningkatkan klncrJa
pergelolaan pajak daerah.

Pasal 3

(1.) Biaya pemungutan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 adalah dana yang
diberlkan berupa uang lnsenUf kepada aparat pelaksana pemungutan yang
terkalt langzung dalam proses pemurputan pajak daerah, penanggung

Jawab PaJak Daerah dan uang lmbal Jasa kepada PT. PLN (Persero) dalam
rangka kelkutsertaannya melakukan pemungutan paJak penerangan Jalan.

(2.) InsenUf sebagalmana dlmaksud pada ayat 1 adalah tambahan penghasflan
yang dlbedkan untuk menlngkatkan galrah kerJa bagl aparat pelak*rna
pemungutan dalam upaya penlngkatan klnerJa pengelolaan paJak daerah.

(3.) Imbal Jasa sebagalmana pada ayat I merupakan lmbalan yang dlbertkan
kepada PT, Pl*t{ (Persem) dalam rargka kelkubertaanya sebagal waJlb
pungut untuk melakukan pemurputan paJak penenngan Jalan.



Pasal 4

(1.) Biaya pemungutan. seba.galmana' 
Uerbasa-rkan kebutuhan rlll sesual

daenh.

dlmaksud dalam Pasal 2 dihitung
pencapalan target pendapatan pajak

(2.) Kebutuhan rill sebagalmqP dlmaksud pada.ayat 1 adalah perkiraan besaran

lnsenuf vung ukun 
-oiu"rrran 

kepada seluruh aparat pelaksana. pemungutan

yangterkaltlangsungdenganprosespemungutanpajakdaerahdalam
upaya pencapala,i tatgut penerlmaan paJak daerah'

(3.) Prosentase blaya pemungutan sebagalmana dimaksud pada ayat I

ditetapkan UurOlltf..n p"'O.nOlngan intara kebutuhan riil dengan total

reallsasl penerlmaan pajak daerah'

(4.) Prosentase biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 3

ditetapkan setinggl-unggnyJ sebesar 3 olo (uga peqen) daf perkiraan

reatisasl penerlmaan pajak oa.tn anbra lain 
-PaJak 

Pengam^bilan Bahan

Gallan gofon|jf-C, paiaf n ffamu, Pajak Hotel' Pa1ak Restoran' Pajak

Hiburan, p+[ p.nerangan ]alan non PLN dan Pajak Parkir'

(5.) Prosentase biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan PLN ditetapkan

sebesar 5 % (liira persen)tafl perklraan Realisasi Penerimaan.

(6.) Prosentase biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jlan PLN sebagaimana

dlmaksud p;fiiv.i s ciioeikrn i<epada pr. pLN (persero) sebesar 4 o/o

(empat r'rsen) d'an sebsar L ols (*h, Frsen) diberikan kepada aparat

iefa'f.saria G*unguban dan Penaggungjawab Pajak Daerah'

(7.) Pemberlan Uang insentif kepada agara! pelaksana . 
pemungutan dan

penanggungti*iU pajaf Daenh dlt*adkan berdasarkan kelipatan tambahan

per€hasilan-FNs beriasarkan beban ice6a Kepala SKPD yang membidangi

bajak Daerah dan dllaksanakan secara berkala setiap bulannya'

(8.) Pemberian uang lnsenuf l"pad? ry{ng-Tasing aparat pelaksana Paiak

Daerah mataimit sebesar 3 (bga) kall keiipatan tambahan penghasilan PNS

berdasarkan UuOtn kerja fepali SKPD yang membidangi Pajak Daerah'

(9.) Pemberlan Uang lnsentif kepada- maslng-masing Penanggun$awab qliu[
Daerah malanfu sebesar i,5 (satu koma llma) kall kelipatan realisasi

penertmaan tling lnsentlf fepita SfpO yang membidangi PaJak Daerah'

(10.) Besaran uang insentlf yang diberlkan. kepada maslng-maslng aparat

pelaksana-p#f daerah Oan penanggunqJawab paJak daerah dilaksanakan

secara protiooional sesuai dengan h:ban tugas dan tanggungJawab'

(11.) Pemberlan uang lmbal Jasa kepada PT. PLN (Persero) sebesar 4 o/o (empat

persen) darl realisasl PaJak Penerangan lalan PLN'
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Pasal 5

(1.) Alokasi biaya pemungutan PaJak Daerah dimaksud dalam pasal 3 ayat 1

ditetapkan lebih lanJut dengan Keputusan Bupati.

(2.) Penetapan Pemberian Uang insenUf kepada Aparat Pelaksana Pemungutan
paJak Daerah dan Penanggun$awab PaJak Daerah dan uang lmbal Jasa

febaOa PT. PLN (Persero) sebagaimana Pasal 3 ayat 1 ditetapkan dengan

Keputusan kepala SKPD yang membidangl PaJak Daerah

BAB III
PENGANGGAMN

Pasal 6

(1.) Kepala SKPD yang Membidangl palak Daerah menyusun anggaran biaya

pemungutan paJak daerah berdasarkan target penerimaan pajak daerah

tahun anggaran berJalan.

(2.) Biaya pemungutan paJak daerah, bersumber darl :

a. PaJak Pengambllan Bahan Gallan Golongan C

b. Palak Reklame
c. Palak Hotel
d. PaJak Restoran
e. PaJak Hlburan
f. PaJak Penerangan Jalan dan
g. PaJak Parklr;

Pasal 7

(1.) Kepala Satuan KerJa Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah
menyusun anggann blaya pernurgutan paJak daerah yang diformulasikan
kedalam Rencana Kerja dan Anggran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

,

\_ (2.) Penyusunan anggaran Blaya Pemungubn PaJak Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dllakukan dengan mengelompokkan Blaya
Pemungutan PaJak Daerah kedalam belanja Udak langsung yang dluralkan
kedalam Jenls belanja Pegawal, obyek belanJa Blaya Pemungutan PaJak

Daerah.

BAB IV
PELAIGANAAN DAN PENATAUSAHMN

Pasal 8

(1.) Kepala Satuan KerJa Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah
selaku pengguna anggaran melakukan pengelolaan biaya pemungutan pajak
daerah.
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(2.) Kepala Satuan KerJa Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah

selaku pengguna anggaran mengaJukan Surat Perintah membayar langsung

untuk pencairan blaya pemungutan paJak daerah kepada Bendahara Umum

Daerah, dengan melamPlrkan :

a. Kwibnsl sebagal tanda terlma yang diiandatangani oleh pengguna

anggaran
b. Rekapitulasi realisasi penerimaan pajak daerah

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah selaku

pengguna anggaran melaksanakan perhitungan alokasi dan penyaluran biaya

pemungutan pajak daerah kepada aparat pelaksana.

Pasal 10

(1.) Pertanggungjawaban pengunaan blaya pemungutan pajak daerah dalam

bentuk insenfif sebagal tambahan penghasilan bagi aparat pelaksana

pemungutan dan penanggung Jawab palak daerah dibuktikan dengan tanda

terima buKi kwibansl dan/atau tanda terlma lainnya yang sejenls oleh
penerima.

(2.) Pertanggungawaban penggunaan blaya pemungutan paJak daerah dalam

bentuk uang lmbal Jasa kepada PT. PLN (Persero), dibuktlkan dengan bukti

transfer oleh Pemerintah Daerah kepada PT.PLN (Persero)

Pasal 11

v 
Biaya pemungutan pajak daerah yang disalurkan oleh Bendahara pengeluaran pada

satuan kerja perangkat daerah yang membidangi palak daeralt,
pertanggungfawabannya dlbukUkan dengan buktl Kwitansi Penerimaan kepada
penerima.

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Bupatl lnl, maka Peraturan Bupati Nomor ll Tahun

2006 tentang besaran Alokasl blaya pemungutan PaJak Daerah dan tata cara

pemberlan uang perangsang darl blaya pemungutan Pajak Daerah dicabut dan

tldak berlaku lagl.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar seUap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
Pada tanggal 14 oktober ?Cn9

Diundangkan di Kijang
Pada tangpal

BERTTA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2OO9 NOMOR

AD, SE., MM.


